
: LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 4 TAHUN 1989 SERI B NOMOR : I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI

NOMOR :'1 TAH{JN'1989

ENTANG

UANG LEGES

DENGAN RAHMAi TUHAN Y+NG !{AHA-E!-I
;trPi,fi rupu,A DAERAIT rrNGKar rr PArr'

Menimbang:a.bahwaPeraturanDaerahKabupatenDTdTingkatllPati
l'tomor 5 Tahun 1975 tenung Mengadakan,dan Memungut

Uung l-"gtt, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan

d;*;iepala-Daeratr Tingkat I Jawa T9n-sah tanggal 8

r,,rrrt-igz6 ]io*o, 4513 d^n diundangkan dalarn Lembaran

p""*n Kablpaten Daerah Tingkat T P"l tangeal 25 Maret

' lg;;;"*t'i ieti B Nomor-l' sqbagaTTa telah diubah

O*-tt*mit dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

tingtut II Pati No*o' 3 Tahun 198? tentang Perubahan

fo?put Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Pati

N;; i Tahun l975'tentang'Mengadakan Dan Memungut

U-g l-"g"t' Yilg telah disahkan dengan Surat Keputusan

d;;;K"p"l"-naeran Tingkat r lryl Tgnsah tanggal 19

Oktober 198? 'Nomor 1SS'3/351/19S? dan diundangkan



dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

Nomor 1 Tahun 1988 S,eri B, perlu diganti karena sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

b. bahwa untuk maISud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentmg Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor l3Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah ;
3. Undang-undang Nomor lzlDrtTahun 1957 tentang Peraturan

Umum Retribusi Daerah i

4. Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Ke-

uangan Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984

Nomor 903 - CI3 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaparan

dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984

tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah

Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bu-
mi;

Dengan Persetujuaq Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pati.

MEMUTUS KAN

Meneapka4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI TENTANG UANG LEGES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PaSaI 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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a. Pemerintah Daerah adalah" Pernerintah Kabupaten

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Ke.pala Daerah
Tingkat II Pati.

cj D e wa n Adalah' Dewarir Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Pati.

d. Dinas Daerah' adalah ' Dinas Kabupaten Daerah
Tingkat II Pari.

e. Leges adalah Pungutan Pemerintah daerah sebagai

'' ,, '',hasi yang diberikan oleh Peme-
rintah Daerah.

BAB II
SUBYEf< DAN OBYEK

' Pasal 2

(l)Setiap pemakai jasa administrasi yang diberikan oleh
Pemeriltah pa:14 dikenakan Uang Leges.

(2)Jasa Adminisrasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal'ini melipuri penyediaan dan atau pemberian :

a. ,Blangko, Formulir atau Barang cetakan lainnya.

b. Sgrqr, fjin, Referensi, Rekomendasi dan Surat
Keterangan.

c. Petikan, Salinarlturunan Surat-surat atau Peraturan
Penrndang-undangan.

d. Legalisasi Surat-surat.

.- BAB III
KBTENTUAN PENGECUALIAN

. ,, .,: . ,'Pasal 3

Pengen,qan Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Insransi
atau Badan-badan SosiaVKeagaminn.



.. BAB IV
BESARI'{YA TARIP UANG LEGES

Pasal 4

(l) Setiap pemberian Jasa Adminisuasi sebagaimana
' 'OmalsuA dahm Pasal 2 Peraturan Daerah ini'

pemakai Jasa hrus membayar Uang Leges yang

besarnYa sebagai berikul :

a. Bupati:
l. Surat Perjanjianfl(ontrak.pemborong pekerjaan

yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah' pihak

pemUoronglrekanan dipungut I 7o (satu persen)

dari harga konuak Pemborong'

2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang

perubahan Jenis Penggunaan Tanah:

a). Tanah kelas I sebesar Rp' 50'00/1v12

b). Tanah kelas II sebesar Rp' 40'00M2

c). Tanah kelas III sebesar Rp' 30'00442

d). Tanah kelas IV sebesar Rp' 20'0Af0I2

e). Tanah kelas V sebesar Rp. 10,00/IvI2

dengan ketentuan kurang dari Rp. 1000,m

dibulatkan jumlahnya menjadi Rp. 1000,00

3. Ijin menanam tebu yang dikeluarkan oleh

Bupati Kepala Daerah Rp. 2.500'00AIa'

4. Surat Ijin dan Surat Keterangan/Rekomendasi

lainnya yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala

Daerah RP. 1.000,00

b. Dewan :

1. Permintaan tiap risalah atau notelen Sidang

PariPurna terbuka

dari Dewan RP. 2000'00 '
2. Permintaan acara Sidang dari Dewan tiap

tahun Rp. 3000,00

3. Permintaan tiap lembar acara dari Dewan
Rp. 500,00
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c. Dinas:
l. Surat Keterangan untuk penjualan temakbe-

sar (kerbau, sopi, ftuda, babi) tiap ekor
Rp. 400,00

2. Surat Ijin dan Surat Keterangan / Rekomen-
dasi lainnya yang dikeluarlin oleh Dinas
Daerah

d. Camat :

Rp. 1000,00

1. Surat keputusan Camat tentang TunjukWaris
Rp. 2000,00

2, Untuk tiap lembar surat yang disahkan atau
dilegalisir dan Surat KeteranganlRekomenda-
si yang dikeleuarkan oleh Camar Rp. 500,00

e. Kepala Desa :

l. Untuk tiap lembar keteranganlRekomendasi
dan Kartu Penduduk yang dik"lo-kan oleh
Kepala DesaRp. 100,00

2. Unttik tiap berkas perjanjian atau akte yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Desa

Rp. 1000O0
3. Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluar-

kan oleh Kepala Desa tentang Tunjuk Waris
Rp. 1000,00

f. Catatan Sipil :

l. Untuk legalisasi Salinan/Kutipan Akre perka-
winaq/Perceraian melalui Kanor Catatan Sipil
termasuk,perkawinary'perceraian secara Hindu
dan Budha.

a). Perkawinan :

(l)Warga Negara Asing Rp. 2.500,00
(2) Warga Negara Indonesia (keturunan)

(3) Campuran

Rp. 2.000,00

Rp. 2.000,00
(4) WargaNegara Indonesia Asli (Kristen)

Hindudan Budha Rp. 1.5&,00



b). Pereeraian :

'"" A;*eagi'Nega'a Asing RP' 2'5oo'oo

(2)Warga Negara Indonesia q*tig
Keturunan ) 

-" 
RP' 2'000O0

2. Untuk lteg"ti'a" SalinanlKutipan Akrc Ke-
'6: v'rl:: --:"--"*uti* melalui Kanor Catatan

SiPil.

a). Ketahiran :-" 
(r)*,'ra Negara Asing RP' 2'0oo'oo

(2) warga Negara rndonesia 
$f,,:r".ffi!.

' -;(3)'Warga Negara Indonesia Asli Islam'

Kristen; HindulBudha RP' 500'00

b). Kematian :

' '1'(t1wuea Negara Asing Rp' 1'500'00

(3) Warga Negara Indonesia Asli (Islam'

Kdsren, Hindur/Budha) RP 50000

c)' (f) Surat kererangan E"d.!{5 dan Kenal

Mati ( d;; wNI asli) RP' 3oo'oo

(2)Surat Keterangan Rekes Rp' 300'00

g. Lain-lain'

, SetilaP Perniintaan untuk :

, i.'SeU*n ffratutan 
Daerah mengenai Anggaran

r-g "*i 
ditetapkan dan mendaPatPeT;tffi

' 'o. Lembar..an'' Daerah yang memuat Peraturan-

, Daerah P*'' no'it- ' 
- RP' 2'ooo'00

3. Salinan Pera$ran- peraturan Rp' 1'000'00

;.';;r*' peinuuaran blanko p1:"tut* dan
-' 

d;pd'Kesehatan Keluarga di Puskesmas

tiap keluarg 
- RP' 300'00
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5, Untuk tiap lembar Surat penetapan Pajak yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Rp. 1.000,00

6. Kutipan dari Kohir daftar pajak/bea dan pe-

ngeluaran ' 'i Rp. 750,00

7. Suratfi skal yang diminta tiap penetapan / lembar
Rp. 750,00

8. Surat Keterangan keringanan PajalcRp. 750,00

9. Mericari surat-strat dari arsip Rp. 1.000,00

10. Melihat' surat-surat arsip dan mengarnbil

' turun*idan atau catatan-catatan Rp. 1.500,00

I 1. Legalisasi penghian alat-alat pema$:rffiffi

(2)Senrua hasil,pqnerirnaan:, Uang Leges sebagaimana

dimaksud ayat(-l) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 5

Bentuk dan nilai nominal tanda pembayaran serta tata

cara penerimaan dan penyetoran Uang Leges akan

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah.

' t 
:j'

BAB V,' , :' :'

PELAKSANAAN
Pasal 6

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerdr ini menjadi tanggung
, jawab Dinas Pendapatan DaeratrlKabupaten Daerah

Tingkat II Pati.

(2) Pelaksanaan pemungutan Uang Leges dilakutan oleh
Dinas Daerah atau Unit Kerja sesuai dengan tugas dan
wewenangnya masing-masing.



BAB VI
]] PE.NUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai. pelaksanaannya akan diatur lebih

lanjut olbh'Bupati Kepala Daerah.

Pasal I
(l)Pada'saat'berlakukunya Peraturan Daerah ini, maka

, . Peraturan Daeralrr Kalupaten Daerah Tingkat II Pati

.,Nomor 5 tahun, .1!75 tentang Mengadakan dan

Mernungg.t -Uqttg Leges dengan segala perubahannya,

dinydtai:an'tidak berhku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama

sesudah tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pen-
gundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pati.

pATI, 16 Jmrea* tggq.

BI.'PATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI

DEWAI,.i PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PATI
KETUA,

sd

MOCH CHOLIL

nd

SAOEDJI
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. ,,," qA" i'N, ' i,::,:':,'.

KEPUFUS.A$I.J GUBERNUR-. I(EPATA' D:TERAH
.,.:,,,{iI{$GI(AT:.{1 

JA.WA, TENGAH
. , - 'l:,i\i(Jrl!{OR,,:, 18&,r3/10fr1989 :

TENTA.JYG :

PENGESAHAN PERATURAN NAENIH KABUPATEN DAERAH

TINGT€AT II:P'ATI.
NOMOR l TAHUN 19-8"9 IEI{TA.NG UANG LEGES'

GuBERNURKEPALADAERAHINGKATIJAWATENGAH

Membrca : a,.Surat Bupati Kepala Daerah Tigekaq,,Il P4l 
.

tanggal'zp"u'*'i1989n-omor..:..188'31452perthal
permohonan Pengasahan Peratrlran Dry3n ; 

--
b.PeratrrranDaeratrKabupatenDaerahTinekatllPatiNomor

I Tahun 1989 tentang Uang lrges'

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Perafiran Daerah

Yang dimaksud.i ^',.:.', :;'-r;,..^.r. .-. -.'i..."-..
Mengingat : l. Pasal a0 ayat (4).,deii151,,se,rta Pasal58 ayat (2) dan (3)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun t950 ;

3. pasal 6 uyut(2) Undang-undang Nomor l2DrtTahun1957;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975'

MEMUTUSKAN:

Meneapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/Daerah Tingkat II Pati

Nomor:lTahunlgSgtentangUangl.eges,denganperubahan
sebagaimana terlamPir'
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Ditetapfran di : S em aran g.
Pada eanggal : 8 April 1989.

: :'-:: 
"*: WIU(n. Gu'B.EBNUR KEPALA DAEil{H TINGKAT I. 

JAWA TENGAH
BIDANG I,

'qd'
...,'..'..;'l;.::::.|F

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputtean ini disw-tpaifEt,kepada,.Jth:: 1,.

l.
2.

3.

4.
5
':6. "
.7.;

Sesuai dengan aslinya

:K.e,pall 
Biro Hrkum

ttd

SARDJITO, SH.

NrP. 500034373
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Umpiran : Keputusan Gubemur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal:SApril 1989
Nomm : 188.3 1rc} /]'989

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABI.'PATEN DAERAH
TINGKAT II PATI NOMOR : I TAHUN 1989 TENTANG UANG LEGES.

1. Konsiderans " Menimbang " huruf a :

- perkataan " empat kali dan yang " dihapus.

- perkalaan " diubah denganlI'diubah menjadi " dengan" ;

- perkataan " tanggal 15 Januari 198E l{omor r,l,,Seri B Nomor I i' diubah

, ,,, .rpoojadi "Nostor I' Talnrn,"1988 S€$.F". ,'
2. Pasal 4 ayat (2), perkataan " Kabupd&.n Daeqh Tingkat II Pati " dihapus.

3. Pasal 5, perkataan " SwatKepunrsan "-diubatr,meajadi',1 Keputusan ".

4. Pasal 6 iyx (2), perkataan " Dinas " diubah menjadi " Dinas Daerah ".

5. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca l.

Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 tahun 1975 tenang
Mengadakan dan Memungut Uang Leges dengan segala perubahan-

ny4 dinyatakan tidak berlatu lagi."

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

BIDANG I,

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH.

NrP. 500034373

ttd

DRS. SOENARTEDJO
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